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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
tontonan di Kota Palembang. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan
penerimaan pajak tontonan adalah jumlah bioskop, jumlah penonton dan besar tarif
masuk atau harga tiket masuk. Hasil estimasi faktor —faktor tersebut menunjukkan
bahwa hubungan antara pajak tontonan dengan Jumlah bioskop (x1), jumlah penonton (x2), dan
besar tarif (x3) adalah kuat peranan variabel pajak tontonan (Y) dalam menjelaskan
variabel X ditunjukkan oleh koefisien determinasi persial (R)sebesar 0.797. artinya
79.7% variasi total pajak tontonan mampu dijelaskan oleh variabel x sisanya 20.3 %
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang dimana dianggap konstan (cateris
paribus).

Kata Kunci : Jumlah bioskop, jumlah penonton, besar tarif, pajak tontonan.
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ABSTRACT

This rescarch analyzed some factors that influcnced the spectacle tax revenuce in
Palembang. The factors that had correlation with the spectacle tax revenue were
the number of cinemas, the number of spectators, and ticket price. The results of
factor estimation showed that there was strong correlation between spectacle tax
with the number of cinemas (x1), the number of spectators (x2), and ticket price
(x3). The role of spectacle tax (variable Y) in explaining variable X was shown by
the coefficient of partial determination (R) was 0.797. This number meant that
79.7% total variation of spectacle tax was able to be explained by variable x.
Meanwhile, the remaining of 23.3% was influenced by other variables excluded
the models which were considered constant (cateris paribus).

Keywords: thc number of cincmas, thc number of spectators, ticket price,
spectacle tax. '



BAB 1

PENDAHULUAN

il

1.1 Latar Belakang \ |

Pembangunan daerah tidak terlepas dari peran pemerintah daerah' dalam
mengelola dan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pembangunan
daerah memberikan andil yang sangat besar terhadap daerah khususnya untuk
daerah-daerah yang masih membutuhkan dana dalam pengembangannya.
Pemerintah daerah juga memainkan perannya dalam hal pendapatan daerah. Salah
satunya adalah Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh dari penerimaan yang
berasal dari pajak dan retribusi daerah. Komponen-komponen yang ada di
Pendapatan Asli Daerah ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam
pembangunan daerah, misalnya, tepat membayar pajak maka akan terkumpul dana
pembangunan yang akan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan,
sebab pembangunan tidak akan terlaksana apabila tidak tersedianya dana bagi
daerah.

Dalam menggali potensi yang ada, pemerintah lebih menekankan pada
wajib pajak, sebab pajak memiliki peran yang sangat besar pengaruhnya terhadap
pembangunan daerah. Peranan pajak yang begitu besar dan sangat penting dalam
kehidupan bernegara, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi dari pajak

menurut Sumitro (2002: 2 ) terbagi menjadi 4, yaitu :



a. Fungsi Anggaran.

Pajak sebagai fungsi anggaran adalah fungsi dari pajak itu sendiri untuk

membiayai penyelenggaraan dan pengeluaran negara. Karena dengan

seiring berjalannya waktu, pembangunan membutuhkan dana yang sangat
banyak. Oleh sebab itu apabila penerimaan dari sektor perpajakan itu tidak
mencukupi maka pembangunan akan terhambat.

b. Fungsi Mengatur.

Fungsi pajak sebagai fungsi pengatur adalah pemerintah bisa mengatur

pertunbuhaﬁ ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur,

pajak bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
c. Fungsi Stabilitas.

Sebagai fungsi satabilitas, pajak memiliki peran yang sangat besar.

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan.

Adalah bahwa pajak yang telah dipungut oleh pemerintah yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga terciptanya lapangan kerja, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan.

Peranan pemerintah dan masyarakat dalam hal wajib pajak sangat
diperlukan karena 80% dari peneriman APBN dan APBD di terima dari pajak.
Peran pajak antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi
masyarakat, selain sebagai alat untuk pengendali pengeluaran masyarakat, sebab

pengeluaran masyarakat yang begitu cepat dapat menimbulkan inflasi.



Pajak yang dipungut oleh pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pajak
provisi dan pajak daerah atau kota dimana pajak kota lebih banyak dipungut oleh
pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan dalam daerah lebih
diutamakan dan difokuskan agar pembangunan di daerah dapat mencapai tujuan
utama yaitu mensejahterakan masyarakat dan sebagai distribusi kekayaan bagi
daerah.

Kota besar terdapat banyak tempat-tempat hiburan antara lain yaitu seperti
mall, biliard, klub malam, bioskop, bowling, dan tempat hiburan lainnya, rekreasi
atau sebagai tempat pelepas penat. Kota Palembang merupakan Kota
metropolitan, memiliki banyak tempat wisata dan hiburan yang dapat dijadikan
sebagai pilihan bagi masyarakat. Bukan saja kalangan menengah keatas yang
dapat menikmati tempat hiburan yang ada tetapi juga para remaja, anak muda dan
orang dewasa, dan tempat hiburan yang mereka senangi adalah bioskop.

Gedung bioskop yang ada di Kota Palembang terdiri dari dua gedung
bioskop yang terletak di Palembang Indah Mall (PIM) dan International Plaza
(IP). Gedung bioskop di IP relatif ramai tetapi tidak seramai yang ada di PIM. Hal
ini dikarenakan PIM bukan hanya tempat untuk menonton tetapi juga untuk
tempat berbelanja, yang menyatu dengan mall. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi penonton untuk datang ke bioskop, antara lain :

a) Film yang ditayangkan. Faktor ini menjadi hal yang utama bagi para
penonton di mana mereka memilih ke bioskop dikarenakan film yang
ditayangkan. Film yang menarik, bagus bagi penonton maka mereka akan

memilih ke bioskop.



b) Tarif yang ditetapkan. Besarnya tarif yang ditetapkan oleh pihak pengelola
bioskop dapat menjadi daya tarik bagi penonton. Untuk hari senin sampai
dengan kamis, pihak pengelola memberikan tarif yang murah sedangkan
hari jumat, sabtu dan minggu pengeolola menetapkan tarif yang sedikit
mahal.

¢) Gedung bioskop, saling bersaing untuk menarik minat bagi pengunjung
bioskop.

d) Jumlah penonton. Jumlah penonton yang datang ke bioskop memiliki
kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan banyaknya
alternatif pilihan tontonan yang dapat menggantikan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mmpengaruhi penonton untuk datang ke
bioskop dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak tontonan.
Semakin besar penerimaan bioskop maka semakin besar pula penerimaan pajak
tontonan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pajak hiburan. Faktor-faktor
tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak tontonan melalui penonton
bioskop. Dengan hanya memiliki dua gedung bioskop diharapkan pemerintah
dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tontonan agar penerimaan daerah dari
segi hiburan dapat meningkat. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan
perkembangan teknologi, banyak dari pihak-pihak yang menghasilkan barang
subtitusi sebagai pengganti ke bioskop. Misalkan saja dengan adanya DVD, DVD
compect, Home Teater,dan sebagainya. Hal ini akan membuat para pengunjung
untuk lebih memilih membeli kaset yang harganya relatif murah dan menonton di

rumah daripada mereka harus mengantri dan menonton di bioskop dengan

mengeluarkan sejumlah uang.



Selain dikarenakan film yang ada di bioskop, faktor kenyamanan dan
keamanan yang dipilih oleh para penonton, juga menjadi salah satu alasan bahwa
dengan menonton di rumah lebih santai dan aman. Alasan lain yang membuat
masyarakat untuk lebih memilih menonton di rumah karena mereka lebih mampu
untuk membeli kaset DVD yang harganya murah. Hal ini dapat mengurangi
penerimaan pajak tontonan karena adanya pihak-pihak yang menjual kaset
tersebut dengan cara membajak. Jika hal ini terus dibiarkan maka pemerintah akan
mengalami kerugian. Pemerintah harus menindak tegas agar penonton membeli
kaset dengan yang asli atau original. Sehingga dapat juga membantu penerimaan
pemerintah daerah itu sendiri.

Penerimaan bioskop yang baik akan dapat memberikan kontribusi
terhadap penerimaan daerah melalui pajak tontonan. Penerimaan daerah yang
paling besar adalah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah termasuk
didalamnya pajak hiburan yang terealisasi penerimaannya dari tahun 2004 sampai

dengan 2010 sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Tabel Realisasi — Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2004 Sampai
Tahun 2010
Tahun Target Realisasi Rasio
Pencapaian (%)
2004 1.523.583.000 1.410.066.162 92,55
2005 1.750.000.000 1.533.294.553 88,76
2006 2.000.000.000 1.793.524.705 89,68
2007 2.400.000.000 2.624.997.097 109,37
2008 2.850.000.000 3.748.434.290 131,52
2009 3.270.000.000 4.366.158.504 133,52
2010 3.900.000.000 5.113.107.739 131,11

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2004 sampai 2010

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota

Palembang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diperoleh bukan saja dari




bioskop tetapi juga dari tempat-tempat hiburan yang lain, seperti diskotik, klub
malam, biliyard, bowling, rekreasi air.

Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 data menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan yang sangat besar, akibat dari banyaknya masyarakat yang
memanfaatkan tempat-tempat hiburan di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan
banyaknya tempat-tempat hiburan yang telah dibuka dan menjadikan sebagai
sarana rekreasi bagi masyarakat setempat. Misalkan saja seperti tempat hiburan
rekreasi air yang ada di Kota Palembang. Tempat ini dapat dijadikan sebagai
alternatif bagi masyarakat setempat untuk sekedar hiburan. Selain rekreasi air ada
tempat menoton yaitu bioskop.

Oleh sebab itu diharapkan agar para pengelola tempat-tempat hiburan
dapat selalu mengupayakan agar tempat hiburan mereka dapat menarik banyak
masyarakat untuk menikmatinya sehingga dapat memberikan kdntribusi bagi
pembangunan di Kota Palembang. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa tarif yang dikenakan pada
tempat-tempat hiburan adalah 35%. Penetapan tarif tersebut dapat memberikan
pengaruh terhadap penerimaan daerah. Untuk tempat hiburan seperti bioskop
dikenakan tarif 10%. Hal ini diharapkan dapat membantu penerimaan daerah
melalui bioskop dengan tarif pengenaan pajak yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai pajak hiburan khususnya pajak tontonan di Kota Palembang.
Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul : Faktor — faktor Yang

Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop Di Kota Palembang



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai
berikut: Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di
Kota Palembang ?
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang.
1. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis, yaitu untuk menambah dan memperkaya akan bahan
kajian mengenai faktor-faktor yang terkait dengan penerimaan pajak
tontonan di Kota Palembang.

2. Manfaat Teoritis, yaitu untuk mengembangkan dan mengaplikasikan
teori-teori ilmu ekonomi khususnya dalam keuangan daerah yang telah
dipelajari, serta memberi masukan yang bermanfaat untuk menambah
pengetahuan dan penulis dan pembaca mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan pajak tontonan di Kota Palembang
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